BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh Dana

Otonomi Khusus dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Masyarakat Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2010-2022 dalam rangka

mengetahui Latar Belakang dilakukannya pemekaran daerah tersebut. Berdasarkan

hasil dari pembahasan yang dilakukan pada BAB IV, maka dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1.

Dana Otonomi Khusus dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh
positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Pegunungan. Hal
tersebut menjelaskan bahwa Dana Otonomi Khusus dan Dana Alokasi Umum
secara bersama-sama mampu berkontribusi secara nyata dalam menaikkan

tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan.

. Dana Otonomi Khusus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Pegunungan.

. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi Provinsi Papua Pegunungan, serta menjadi dana transfer paling
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di 8 Kabupaten Provinsi Papua
Pegunungan

Pada sistem desentralisasi dikatakan bahwa delegasi wewenang dapat
membuat masyarakat lebih dilibatkan dalam pembuatan kebijakan dan
aspirasinya didengar, tetapi bagaimana hal tersebut bisa terwujud jika lingkup
sebuah wilayah masih terlalu luas sampai tidak semua kepentingan masyarakat

bisa tersampaikan.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, lebih lanjut dapat diketahui koefisien
determinasi (proporsi pengaruh) kedua variabel independen Dana Otonomi Khusus
dan Dana Alokasi Umum terhadap variabel terikat Pertumbuhan Ekonomi sebesar
44%. Selebihnya 56%  dijelaskan oleh faktor lain di luar kedua variabel bebas
tersebut. Adapun saran-saran penelitian ini mencakup Saran Akademik dan Saran
Praktik, sebagai berikut:

1. Saran Akademik
Terdapat dua saran akademik yang dikemukakan oleh peneliti. Saran-saran

tersebut mencakup aspek yang dapat menjadi perhatian peneliti lain untuk
mengangkat topik penelitian sejenis. Berikut ini penjelasannya:

a. Berdasarkan serangkaian hasil uji di atas, di dapatkan bahwa kedua variabel
independen hanya menjelaskan variabel dependen sebesar 44%, peneliti lain
yang tertarik untuk mengangkat topik ini bisa meneliti jenis TKD lain seperti
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non-Fisik, atau Dana
Tambahan Infrastruktur yang memang diperuntukkan untuk DOB.

b. Lokus penelitian yang ditetapkan adalah pemekaran Provinsi Papua
Pegunungan, peneliti menyarankan penetapan lokus berbeda seperti
pemekaran Provinsi Papua Selatan atau Papua Tengah.

c. Periode waktu penelitian yang ditetapkan adalah Tahun 2010-2022, waktu
sebelum dilakukannya pemekaran daerah. Dalam hal ini peneliti menyarankan
untuk menganalisis dampak pemekaran daerah itu sendiri terhadap
pertumbuhan ekonomi.

d. Menggunakan data realisasi anggaran dengan detail penggunaan yang lebih
merinci, sehingga penelitian selanjutnya dapat mengetahui penggunaan dana
berdasarkan sektor-sektor tertentu.

2. Saran Praktik
Terdapat saran yang bisa peneliti berikan kepada Pemerintah Provinsi Papua

Pegunungan dalam mengelola Alokasi TKD yaitu menggunakan alokasi dana yang

ada untuk pembangunan yang memiliki output nyata terhadap masyarakat, program
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yang bersangkutan langsung dengan masyarakat, bukan hanya infrastruktur yang
mendukung jalannya pemerintahan seperti Kantor Gubernur, atau penggunaan
berlebihan pada belanja pegawai dan belanja pemerintah daerah.

Kemudian saran untuk pemerintah pusat dalam hal ini Ditjen PK, Kementerian
Keuangan sebagai lembaga yang mengelola TKD adalah untuk memperketat
pengawasan penggunaan dana TKD yang sudah dialokasikan ke daerah agar

penggunaannya tepat sasaran dan tidak terjadi laporan fiktif.
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